
 

MK Putus Uji UU Kesehatan 

 

Jakarta, 20 Desember 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan 

pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Selasa (20/12), mulai pukul 

11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 106/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Rega Felix. 

 

Pemohon menguji Pasal 196 UU Kesehatan berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi 

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 

(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

Pemohon menjelaskan Pasal 196 UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena sediaan farmasi yang tersedia di masyarakat ternyata mengakibatkan 

kematian massal secara meluas sehingga perbuatan mencemari sediaan farmasi demikian sepatutnya 

dikategorikan sebagai kejahatan. Sebab, kejahatan yang berdampak multidimensional tersebut menyangkut 

rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia yang bersifat non derogable rights sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. 

 

Untuk itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan frasa “dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun” dalam Pasal 196 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling  lama 20 (dua puluh) tahun.” 

 

Pada sidang Kamis (29/11) lalu, Rega Felix selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan beberapa hal 

pokok yang telah disempurnakan pada permohonan pihaknya, yakni kewenangan MK dengan 

menambahkan PMK Nomor 2/2021, memperjelas kedudukan hukum secara lebih spesifik, memperkuat 

pokok permohonan tentang kerangka teoritis, dan beberapa hal dari pertanyaan yang dijawab dalam 

permohonan ini mengenai permasalahan apakah hukuman mati memiliki landasan moral dan konstitusional. 

(TIR) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)   

http://www.mkri.id/

